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Subsidi Energi Bertambah

Dalam RAPBN 2019, alokasi subsidi energi Rp 157,79 triliun dengan asumsi nilai tukar
Rp 14.500 per dollar AS. Subsidi bertambah karena konsumsi elpiji 3 kilogram meningkat.

JAKARTA, KOMPAS — Kemente-
rian Keuangan dan Badan Ang-
garan DPR sepakat menambah
subsidi energi dalam Rancangan
APBN 2019 menjadi Rp 157,79
triliun.  Penambahan  subsidi
membuka tantangan jangka pan-
jang berupa perbaikan neraca
perdagangan dan penyaluran
subsidi yang tepat sasaran.

Kenaikan subsidi dipengaruhi
perubahan asumsi nilai tukar ru-
piah terhadap dollar AS dalam
RAPBN 2019, dari Rp 14.400 per
dollar AS menjadi Rp 14.500 per
dollar AS. Berdasarkan asumsi
nilai tukar sebetumnya yang se-
besar Rp 14400 per dollar AS,
anggaran  subsidi energi Rp
156,53 triliun.

Subsidi energi terdiri dari ba-
han bakar minyak (BBM), elpiji 3
kilogram, dan listrik.

Perubahan subsidi energi di-
sepakati dalam rapat Panitia Ker-
ja tentang Pendapatan dan Be-
lanja RAPBN 2019 di Jakarta,
Rabu (19/9/2018). Kesepakatan di
tingkat panitia kerja meliputi ni-
lai tukar Rp 14.500 per dollar AS,
pengembalian biaya operasi (cost
recovery) 10,22 miliar dollar AS,
dan harga rata-rata minyak men-
tah 70 dollar AS per barel. Panitia
kerja terdiri dari unsur Badan
Anggaran DPR dan Kementerian
Keuangan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan Suahasil
Nazara mengatakan, realisasi
subsidi BBM dan elpiji, 3 kg sa-
ngat dipengaruhi perkembangan
asumsi ekonomi makro—teruta-
ma nilai tukar rupiah dan harga
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minyak mentah—volume BBM
dan gas, serta perubahan para-
meter kebijakan.

Sampai dengan Agustus 2018,
realisasi subsidi BBM dan gas Rp
46,3 triliun, termasuk pemba-
yaran atas kewajiban kurang ba-
yar pemerintah sebesar Rp 12,3
triliun. Realisasi subsidi diper-
kirakan membengkak hingga Rp
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APBN 2018. Perkiraan itu sudah’

memperhitungkan  kenaikan
subsidi solar dari Rp 500 per liter
menjadi Rp 2.000 per liter.
Selain asumsi nilai tukar dan
harga minyak mentah, kenaikan
subsidi juga dipicu peningkatan
konsumsi gas 3 kg Pada 2017,
realisasi konsumsi gas mencapai

6,3 juta ton, lebih tinggi daripada
kuota APBN-P 2017 yang seba-
nyak 6,2 juta ton.

“Ini tidak terlepas dari tata

cara penyaluran subsidi yang be-
lum bersifat tertutup. Padahal,
wacana mekanisme subsidi ter-
tutup muncul sejak 2-3 tahun
laly,” ujar Suahasil.
. Direktur Jenderal Migas Ke-
menterian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Djoko Sis-
wanto menambahkan, kenaikan
konsumsi elpiji tabung 3 kg pada
2018 akibat permintaan yang
tinggi dan lanjutan program per-
alihan dari minyak tanah ke el-
piji. Kenaikan subsidi juga meng-
antisipasi peningkatan konsumsi
minyak tanah di Indonesia ba-
gian timur.

Perbaikan tata kelola

Secara terpisah, Dekan Fakul-
tas Fkonomi Universitas Indo-
nesia Ari Kuncoro mengatakan,
kenaikan subsidi tanpa perba-
ikan tata kelola dalam jangka
panjang tidak akan berdampak
apa pun terhadap perekonomian
Indonesia. Alokasi subsidi ber-
tambah karena asumsi nilai tukar
berubah yang memengaruhi pen-
dapatan dan belanja negara.

"Kompensasi derajat nol. Iba-
ratnya, hanya mengubah dari
kantong kiri ke kantong kanan,”
kata Ari.

Keputusan pemerintah me-
ningkatkan subsidi untuk mem-
peroleh penerimaan dollar AS
lebih besar. Penetapan anggaran
seharusnya mengikuti mekanis-
me pasar sebagai akibat kelang-

kaan. Namun, kondisi saat ini
bukan karena kelangkaan, me-
lainkan guncangan terhadap nilai
tukar rupiah akibat tekanan eks-
ternal. Akibatnya, anggaran sub-
sidi bertambah untuk mencip-
takan keseimbangan.

Menurut Ari, tata kelola sub-
sidi jangka panjang harus dire-
alisasikan. Pemerintah mesti me-
nyusun strategi menekan impor
minyak dan gas (migas) tanpa
menurunkan anggaran subsidi. Ta
mencontohkan, program pemba-
gian kompor listrik atau peng-
gunaan kendaraan listrik untuk
mengurangi impor minyak. Pe-
nyaluran subsidi harus tepat sa-
saran agar menopang pertum-
buhan ekonomi jangka panjang.

Impor minyak menjadi pe-
nyumbang defisit transaksi ber-
jalan. Setidaknya, sejak 2016, ne-
raca minyak selalu defisit mi-
nimal 2 miliar dollar AS. Pada
triwulan I1-2018, neraca minyak
defisit 4,4 miliar dollar AS.

Kepala Departemen Ekonomi
Center for Strategic and Inter-
national Studies Yose Rizal Da-
muri menilai, penyesuaian harga
BBM dapat menurunkan impor
minyak. Selama ini, harga jual
BBM domestik cenderung tidak
berubah, terutama untuk BBM
subsidi. Padahal, harga BBM sub-
sidi seharusnya berubah dalam
jangka waktu tertentu. Penye-
suaian harga BBM bisa mem-
berikan sinyal positif di pasar
keuangan.

”Sebaiknya seperti itu, walau-
pun berat untuk pemerintah pa-
da tahun 2019,” katanya. (KRN)
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